
I
ITESEPAI(ATAIT BERSA}IA

AITTARA
KTFOLISIAIT RESOR ITGAUII

DEITGAN
BI'PATI NGAWI

i

I

F

NOUOR: KSB 10 /urr/HrrK.8.1.Ll2022
8al

TENTAIYG

NOilOR: 1 o8.o3/KSB | 4s4.1O 1. L I 20/22
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Pada hari ini Selasa tanggal ttga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua

puluh dua bertempat di Polres tgawl, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DUIIASI WTYATPUTTRA 8.II., S,I.K., M.H. Aiun Komisaris Besar Polri,

selaku XEPALA XEPOLISIAII RESOR IYGAWI, berkedudukan di

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 10 Ngawi, selanjutnya dalam

perjanjian ini disebut dengan PIHAIT I{ESATU.

2" OIYY AITIIAR HARSOilO S.T., U.II. selaku BIIPATMGAIE,
berkedudukan di Jalan Teuku Umar Ngawi, selanjutnya dalam

perjanjian ini disebut dengan PIIIAI( KEDUA.

PIHAK I(ESATU dan PIIIAK I(EDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIIIAII terlebih dahulu menerangkan hat-hat sebagai berikut :

a. PIIIAI( I(ElElATff.....

PARAF
PIHAK I PIHAK II
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PIHAII NESATU merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindung€rn, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.

b. PIHAK I{TDUA Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan
rlrusan pemerintatran menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatil€n pemndang-undangan sebagai berikirt:
1. Undang-Undang 2 Tatrun 2OO2 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 2, Tambatran
a 168);

baran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2O2O Tentang Kebiiakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virr.s Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Ddam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6a85);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah
diubatr dengan Undang-Undang Nomor l L Tahun 2O2O tentang tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan -
Pemberdayaan Petani (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLg Nomor 131, Tambalran lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2O2O tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang.....
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5. Undang-Undang Nomor p3 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daeratr
(kmbaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Norr,or 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67571;

6. Peraturan Daerah
Perlindungan dan
Ngawi Tahun 2OL9
Ngawi
Nomor 258);

Kabujpaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2OL9 tentang
Pembirdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten
, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

7 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2O Tahun 2022 tentang Kedudu.kan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata. Kerja Dinas
Ketahanan Pangan dan Pert-anian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 2O).

Berdasarkan hal-hat tersebut di atas, PARA PIHAI( sepakat untuk
melakukan Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Peningkatan
Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Melalui Program Bhayangkara
Pendamping Pertarrian Ramatr Linglmngan (Bhatarling) di Kabupaten Ngawi,
dengan ketenttran sebagai berikut :

BAB I
I{EIEITTUAIT I'UUil

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:
1. I(epollslan Negara Republtk Indonesla yang selanjtrtnya

disebrrt Polrl adalatr alat negara yang berperan dalarn
rrrerrrelihara keamartan dan ketertiban rnasyarahat,
menegakkan hrrkum, serta rnernberikan perlindungan, ^

pengayomalr, dan pelayanan kepada masyarakat dalarn
rangka terpelihararlya kearnanan dalarn negeri.

2. I(epollslan Resor l{gawf yang selanjutnya disebut Polros
Ittgawt adalah rnenrpakan rlnsr.rr pelaksana tugas dan
wewenang Polri di wilayah Kabupaten Ngawi yang berada di
bawatr Kapolda Jatim, serta bertanggung jawab di bidang
pembinetalrt, pengawasarr dan perawatan personil Polri/ASN
yang berada di Kepolisian Resor Ngawi.

3. Bupati l[gawl....
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3. Brrpatl IYgawl adalah pelaksana tugas dan wewenang selaku
Kepala wilayatr Kab. Ngawi di bawah Gubernur Jawa Timur
dan bertanggungiawab terhadap pemerintalran di Kabupaten
Ngawi.

4. DtDss Kstahanan Pengq! dan Pettanlan merupakan unsur pelaksana
otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

5. Tugas Diras Kctah,anan hngan dan Pertanian adalah melaksanakan
unrs€ul Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantrran di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas
lain yang diberikan oleh pupati.

6. Bhayergtu. Pcnblno ffcrnennn daa Ketettlban tasyar:atat yang
selanjutnya disebut Bilsbfrfamtlbnas adalah anggota Polri yang
berhrgas sebagai Pembiha keamanan dan ketertiban masyarakat di
desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.

7. Bhayans[ara Peadamplng Pertanian Ramah Lingl:ungaa
BerLetaqfutan yang selanjutnya disebut Bhatarllng adalah
Rhabinkamtibmas yang diberikan tugas melakukan pendampingan
pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.

BAB II
UAIISI'D DAIT TUJUAIT

Pasal 2

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA
PIHAK dalam rangka kerja sama di bidang pertanian ramah lingkungan
berk-elanjutan di l(abupaten Ngawi.

(2) Ttrjuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pertanian
ramatr lingkungan berkelanjutan dalam rangka kemandirian petani
melalui optimalisasi peran Bhatarling di Kabupaten Ngawi.

BAB III
RUAIYG LIITGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sarna pendampingan
kegiatan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.

BAB TV.....
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BAB TV

PEUII{SAITAAIT

Brglrn Kesatu
Pandamptrgan Kcgiatan

psrtanlaa Ramab Berkelaqfutan di Kabupaten ilgawi
Pasel 4

(1) PIIIAII XESATT bersar{ra dengan Penyuluh Pertanian la.pangan dari
PIIIAK IITDUA melakukan pendampingan kegiatan pertanian ramah
lingkungan melalui program Bhatarling.

(Z) PARA PIHAII saling menyampaikan informasi tentang pelaksanaan
tugas terkait Kesepakatan Bersama dalam mewug'udkan
pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, peningkatan produktivitas,
ketahanan pangan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
di Kabupaten Ngawi.

(31 PARA PIIIAK akan terus meninglatkan komunikasi dan koordinasi
Calam pelaksananaan Kesepakatan Bersama serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas agar terus bisa efektif dan efisien.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Satgas Bhatarling yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama.

Bagtan Kedua
Penegatan Hukum

Pasal 5

(1) PIHAI( IIESATI, memberikan infonnasi kepada PIHAI( KTDUA apabila
mengetahui adanya pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.

(2) PIIIAK IITDUA meiaporkan kepada PIHAI( IITSATU apabila
mengetahui adanya pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.

(3) PARA PIHAK menindakla4iuti secara bersama sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kettga
psnancgrrrilg Jawab

Pasal 6

(1) PARA PIHAII menunjuk walcil sebagai Penanggung jawab pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini.
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(2) wakil PARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalatr
sebagai

berilart:
a. PIHAI( LTSATU : Kepala Satuan Fungsi Pembinaan Masyarakat

Kepolisian Resor Ngawi
b. PIIIAI( I{EDUA : fdpata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kdbupaten Ngawi

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 7

(1) Kesepakatan Bersama disosialisasikan oleh PARA PIIIAIT unhrk
diketahui dan

(2) Sosialisasi dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIIIAIL

BAB VI
PEUBIITAAIT DAIT TVALI'ASI

Pesal I

PARA PIHAII sepakat unttrk melaktrkan pembinaan dan evaluasi atas
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sekurang-kurangnya
1 (sah{ tall dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEITDAITAAIT

PaEaI 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan '
ttrgas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber
lainnya yang sah sesuai dengan Peratrrran Perundang-undangan.

(

I
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BAB VIII
PEIYUTUP

Pasal fgI
Kesepakatan Bersama ini Cihuat dalam rangkap 2 {duaf asli, masing-masing
bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-
masing mempunyai kelmatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIIIAI( pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk
dipergunakan sebagaim€ma mestinya.

KESATU PIHAK KEDUA
BUPATI NGAWIRESOR NGAWI(

o o, s.T., M.H.
AJUN KO POLISI NRP 8OO81 15O
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